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Desain Pajak Daera

h Diubah

Struktur pajak dan retribusi dacrah dinilai tidak efisien Karena jenisnva banvak, Pemerintah

moengusulkan penvederhanaan desainnva untuk mendongkrak pendapatan daerah.

JAKARTA, KOMPAS — ['emerintah
memgusulkan penvederhanaan
Jenis pajak dan retribusi daceah
guna mendorong  kepatuban
serta wmendukung peningkatan
pendapatan daerah, Perubahan
desaim kehijakan tersehut akan
ditempuh  melalul Bancangan
Undang-Undang Tubungan
Revangan  antara Pemerintiah
Pusat dan Dacrah atiu RUU
HEPT

Moenteri Keuangan Sri Mul
vani Indrwati menilai. peru-
hahan kebijakan pajak dacrah
dan retribusi daerah mendesak
dilakulean untuk  mendorong
pendapatan daerah.  Pasalnya,
sl ind struktue pajak dan ret-
ribusi daerah tidak efisien ka-
refa |1:|11.\';|k;|1_\-';| Jenis pajak dan
retribusi yang ada di daerah.

"Perubuihan kebijakan pajak
dan retribusi daerah diarahkan
untuk mendukung peningkatan
pendapatan daerah, Penveder-
hanaan  penting  untuk  me-
mangkas biava transaksi, ad-
minisrasi, dan layanan menjadi
lebih rendah,” kata Sri Mulyani
dalam rapal kerja u,lrng.;m K-
misi X1 DR, Senin
(13/97°2021)

Saat ini, lanjut Sri Mulvani,
aida 16 jenis pajak dacrah dan 32
jenis retribusi daerah. Namun,
dengan banyaknya jenis pajak
dan retribusi daerah tersebut,
tinghkat kepatuban justru men-
Jadi rendah karena biava yang
ditimbulkan menjadi lebih be-
sar bagi masyarakat dan para
prelaku usaha

Substansi perubahan pajak
lan retribusi daerah dilakukan
melalui konsolidasi struktur de-
ngan - merestrukiurisasi  dan
mengintegrasikan jenis pajak di
daersh dari 16 jenis menjadi 14
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jenis pajak. Pajak-pajak berba-  eficiénsi dalam hal administragi  yani

sis transaksi, mulai dar pajak
hotel, restoran, hiburan, dan
parkir, misalnva,  akan diga-
bungkan ke dalam satu jenis
pajak, vakni pajak barang dan
Jasa tertentu.

"Selain menyelarsskan obyek
pajak pusat dan pajak daerah,
penyederhanaan ini juga turut
menyederhanakan administrasi
perpajakannya dan memudah-
kan pemantauan pemungutan
prtjak yang semakin terintegrasi
di daerah.” kata Sri Mulvani.

Selain itw, retribusi daerah
disederhanakan dari 32 jenis
menjadi 18 jenis dan liga ke-
lompok retribusi, yaitu jasa
wmuwm, jasa usaha, dan per-
izinan tertentu. Salah satu jenis
retribusi yvang akan dihapuskan
pemerintah retribusi izin gang-
guan Chinder ordonnontie),

“Penyederhanaan ini diha-
rapkan  dapal  meningkatkan

dan complicnce ool Terkadang
biava untuk mendapatkannyva
Justru bisa Jebih tingg diban-
dingkan dengan nominal vang
diterima,” ujarnya,
Basis pajak

RUU HEFD juga akan di-
manfuatkan sebagai instrumen
perluasan basis pajak dengan
memberikan kewenangan op-
sen (pungutan tambahan} pajak
i level pemerintah provinsi,
kabupaten. dan kota Selain itu,
kebijakan pajak dan retribusi
daerah juga akan diharmonisasi
dengan peraluran lain, seperti
UL Cipta Kerja

"Dengan disahkannoya RUT
HEPD, masvarakat diharapkan
semakin mudah dalam meme-
nuhi kewajiban perpajakannya
serta akan meningkatkan ling-
kungan investasi dan kemudah-
an berusaha,” kata S Mul-

Dalam BUU HEFPD. peme-
rintah juga mengusulkan tam-
bahan pajak atlas  persentase
tertentu (opsen) terhadap pajak
kendaraan bermotor (PKB), bea
balik nama kendaraan bermo-
lor (BENKR), serta pajak mi-
neral bukan logam dan batuan
(MBLE), Opsen PEB dan BE-
NEB akan menjadi hak peme-
rintah kabupaten /kota, Adapun
opsen pajak MBLE akan men-
Jadi hak pemerintah provinsi,

Sementara itu, anggota Ko-
misi X1 D'PR dari Fraksi Golkar,
Agun Gunandjar Sudarsa, me-
nilai, RULT HEKPD belum akan
optimal untuk mendorong de-
sentralisasi fiskal selama pe-
ngelolaan anggaran masih ter-
pusat di kementerian/lembaga
(KLY "Sesual aturan, fungsi
KL urusannya hanya membiuat
kebijakan vang pelaksanaan
teknisnya oleh daerah. Kenya-

taannya, program mereka ma
sih dalam bentuk dana alokasi
khusus, yang semuaanya masih
terpusat i Jakarta”  ujar
Agun.

Saal ini, lanjut dia, hubungan
keuangan  antara  pemerintal
pusat dan doerah masih ber-
kutat pada angka tanpa me
mikirkan efek berganda untuk
menumbuhkan pelaku ckono
mi baru di daerah. Salah satu
tantangan dari upaya desen
tralis fiskal adalah  masih
adanyva layvanan pajak dan ret
ribusi di setiap dacrah di In-
li"nl'.‘-l':l.

Pembiayaan utang

Pemerintah berencana
memperliuas instrumen pembi-
avaan utang oleh pemerintah
dacrah, mencakup surat ber-
harga syariah atau sukul
ini, instrumen  pembi
utang oleh pemerintah daers
hanya mencakup pinjaman dan
obligasi daerah.

Perluasan ini juga diatur da-
lam RULU HKPD. Sri Mulvani
menambabikan, pemerintah
menvadari kebutuhan anggaran
pembangunan pusal dan da-
erah melebihi penerimaan ne-
gara pada satu tdhun anggaran,
Untuk itu, daerah perlu diberi
kewenangan untuk memanta-
atkan berbagai sumber pem-
hiavaan yang ada.

“Di dalam RUT HKPD akan
diatur terobosan untuk mem-
perluas  pemanfaatan  instru-
men pembiayaan utang duerah
dengan menambah skema sva-
riah, seperl sukuk,” ujarnya,

la memaparkan, total ang-
garan pembangunan vang di-
butuhkan pada 2020 hingga
20024 mencapai Bp 6.421 triliun,
Sementara AFBN dan APED
hanyva mampu menyvediakan 30
persen dari kebutuhan tersebut.
"Banyak pemerintah  daersh
vang masih menggantungkan
sumber pendanaan dari APBN
karena tidak ada kewajiban pe-
ngendalian,” katanya, (TIM)




